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BUPATI KEPATA DAERAN TINGKAT II LAMONGAN

bahwa dengan disahkommyn Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting
kot IT Tamongan Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penagihan Pajak dan
Retribusi Doerah dengon Swrat Palsa oleh Gubernur Xepsla Daerah
Tingkat I Jawe Timur tongsal 1 Juli 1965 Nouor 229/ tohwn 1985
mlka merupolnn Jandasan yeng mmntap bagi penagihanepenngihan pa
jak dan Retribusi dalawm rangka vpeninglntan pendapatan asli Doew
rah, korenanyo dipandang perlu melaksanckan Peratwran Daerah
tersebut denpon Kepubusan Bupati Xepala Daerahe

1, Undangeundong Nomor 5 Tahun 1974

2e Undongeundong Nowor 12 Tohun 1950 3

3¢ Undangeundong Nomor 11 Bpt Uahun 1957 jo Undange-wundoang lomor
12 Ut dulum 1959 3

ke Percturon Pemevintali Nowor 5 Tahun 1975 j

5e Peraturon Daerch Kabupoten Daerah Tinglat II Lamongon Nomor

. & Tahwn 1985 $

6e Kepubtumon Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongon Nomor 42 - -

Tohwn 1984 jo Nomor 206 Tahwn 1984,

MEMUTUSKAN

Melaksanalkan Peraturan Dgerah Kobupaten Daerah Tingkat II Lamo =
ngan Nomor U4 Tahun 1985 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi de
ngan Surat Pakste

Henunjuk Dinns Pendapatan Daerah Kabupaten Doerah Tingkat I1 Lo
mongan untuk melaksanakan ketentuaneketentuan Peraturan Doerah -
dimkoud dilbum PERTAMA Keputusan inigbaik secara telmnis adminis
tragif wupun operasionil dengan mengingat normm.norma hulum yang
berlalku.
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¥EUTGA : 1. Keputusan ini berlaku padn tanggal ditetapkan dan apabila dikg
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Lo Sdre Ketun Pengadilan Negeri di Lamongun
Se Sdre Kepala Kejaksacon Negeri di Lamongon g
6e Sdre Kepula Kepolision Resort Lamongan
7e S5dre Kepala Inspektorat Wilayah Habupaten
. Daerah Tingkat II ILamonpan g
8¢ Sdre Kepala Kontor Sosial Politik Kabupoe
. ten Daerah Tinglnt II Lomongen
L 3 9e¢ Sdre Kepala Dinns Pendaputan Doerah Kabupaten
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PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT | JAWA TIMUR
SEKRETARIAT WILAYAH [ DAERAH
SURABAYA

Surabaya, .1 Pobruari 1986

Nemor H

188/ 13138 /013/86 Kepada
SEGERA Yth, Sdr, Buypati / Walikotwradya
- Kepala Daerah Tingkat II
Retribusi Penerangan Jalan Umum di
JAWA_TINUR

:

Lampiran
Perihal

a0

Menunjuk surat komi tanggal 16 Desember 1955 Nomor 188/ 2521y /N
013/85 perinal tersebut dalam pokok surat yang: tacbusannya disampaikan
puls kepada Saudarn dan sehubungan dengan surat Pimpinan Perusahaan
umm Listrik Negara Distribusi Jawa Timur tanggal 31 Januari 1986 Nomor
M. UB5/BIUS/86 yang berisikan antara lain penjelasan tentang perincian
peuggunaan biaya adminmistrasy dan premi/inscntif ‘rim Pelaksana e -
aungutan Retribusi Penerangun Jalan Umim, dengan indi dijelaskan hal -
ml sebaga) berikut :

\ 1, rada dasarnya masalah pelaksunann Keru samy antird Mdcrintan bee-
rah Tingkat 1I dengan Perusahaun unun Listrik Newgara setenpat
menyangkut panungutan retribusi penerangnan jalan umum, mntuk  pe =
nyelesniannya menjadi kewenangnn dari Pomerintah vucrah rvingkat 13

- senairi;

2, Adaptin mengenai masulan biaya adninistrasi pemungutan retribusi pew
perangan jalan umum melalui program kamuter yang  dilakukan  oieh
Perusahaan Umumn Lastrik Megara, sepesar 4,80 ¢ sesuail dengan  pen -
Jelasan Pimpipnan Ferusahaan Umum Lastrik Negara Distribusi Jawa
Timur melalui suratnya sebagaimana tersebut dimuka, aijelaskan perin
cian penggunaannys untux @

8, Biaya pemungutan;

b, Binya adm'nistrasi / bilaya kcmputer;

¢, Collection tee untuk Bank — bank yang aipakai oleh Poasabe n
Umsn Listrik Negara baik Pusat maupun Daerah;

3, _Sedangkan

99K
we 3.' (el



B

Jo

8,

8.

7.

Sedangkan mengenai masalah penetapan biaya operaesional, sebesary
5,20 % dipergunakan untuk biaya insent1f / perangsang bagi Tim
Pelaksana Pemungutan Retribusi Penerangan Jalan Usum yang terdin
dari unsue Perusshesn Umum Listrik Negara dan unsur Pemerintan Dagw-
rab Tangxat II?

Sehubungan dengan halehal tersebut pada angka 2 dan o diatas, maka
dapat dijeiasken bahwa menyangkut biaya aoministrasi dalam rangka
untuk tebih mengintensifkan polakeanaan pamungutan retribusi die
meksud seyogyanya aipergunakan sebagai dasar calem pelaksanaan pers
Janjian xerja smma; seaangkan mtuk biaya operasional yang Sew-
nyatanya dipergunckan untux uang insentit [ perangsang aagi Tim
Pelisksany Pemungutan Retribusi Penerangan Jalan Umum yang ditetap-\
kan, sevesar 5,20 % benduknya disesuaikan dengan ketentuan sebagaie
mana diatur dalam Veraturan Daerah Tingkat II tentang Upah Jasa
Pungut,

Perlu diperhatikan pula banwa mengingat 1ihak Perusahaon Umsu Lige
trik hegara telah memperoieh biaya pamungutun dari bagian biaya
sduinistrasi, sevesar 4,80 % maka guna menghindari adanya penerima
Ab ganda seyogymnya fihak Perusahaan Upum tistrik Negara tidak tagi
meneTims upah jaga pungut dari Pemerintah Daerab Tingkat 11:

Terbadap penagihan rekening penerangan jalan unum yang ticak bisa
diprogramian melalui konputer, bentuk tanda terima pexbayaran  ree
tribusinys supaya ditetapkan/ditusngkan dalam bentuk kupon yang die
keluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I1, sehingga fibak  Pere
usabaan Umm Listrix Negara daiam hal ini aapat diberikan bagian
dari upah jasa pungut yang aiatur memurut Peraturan Daerah tentang
Upab Jasa Pungut; '

Adapun mengenai pelaksanann pamungutan retribusi peceraungan jalan
umm oleh Perusahaan Umm Listrik Negara dipandang lebih afektif

dan erisien guna intensifikasi Pendapatan Daerah dari obyek pungut-
an retribusi penerangan jalan umum;

Perlu juga dijelaskan bahwa retribusi penerangan jalan umm acalsh
merupakan sunber Pendapatan Asli Daerah dan oleh karenanya dari
hasil Pendapatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah » Bedangksn
untuk pembayaran rekening penerangan jalan umam dan biaya ndninis '
trasi harus dilakukan sesual dengan ketentuan pengelolaan keuangan
Daerah,

Demikian
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vemikian hal-nal yang perlu diserpaiicu Repuda Saydara dan
uralan~uraian tersebut diatas bendiknya qupat diperpunaican sebagad
pedaman / dasar penyelesaian perjunjian kerja sann teating Penunutan
Retribusi Pencrangan Jalan Unum dan untuk menjadikan npkiun,

A,n, GUEERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1
JAWA TTMUR

SORAARIONG  HADTROESORMO
NIP U10U20¢03

TEHUSAN

Yth, @ 1, Sdr, Pembantu Gubernur di Jawa ‘Limur;
‘2, 8dr, Pemmpin Perusahaan Umun Listrik Negara Distribusi .Jawa Timur di
Surabaya ;
3¢ Sdr, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Dnerah Tingkat I Jawn
Timur di Surabaya.,




